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ABSTRAK

Artikel ini menelaah kekerasan berbasis gender online sebagai persoalan sosiologi hukum, bukan sekadar pelanggaran
norma pidana. Fokus kajian terletak pada jarak antara hukum tertulis dan pengalaman sosial korban ketika tubuh, reputasi,
data pribadi, serta relasi intimnya dijadikan alat kontrol di ruang digital. Metode yang digunakan ialah kajian pustaka
sosiolegal dengan penelusuran jurnal, buku, laporan lembaga, dan berita kredibel terbitan 2020 sampai 2026. Artikel ini
menemukan bahwa aturan hukum telah memberi basis perlindungan melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU
Informasi dan Transaksi Elektronik, serta aturan perlindungan data pribadi, tetapi bekerjanya hukum masih dipengaruhi
budaya menyalahkan korban, ketimpangan relasi kuasa, literasi digital yang timpang, dan prosedur pembuktian yang
belum sepenuhnya ramah korban. Analisis menunjukkan bahwa teori living law, rekayasa sosial, sistem hukum, kesadaran
hukum, feminisme sosiolegal, interseksionalitas, dan akses keadilan perlu dibaca bersama agar hukum tidak berhenti
sebagai teks. Paper ini menegaskan perlunya model perlindungan yang berpusat pada korban, mengakui dampak sosial
KBGO, serta memperkuat pemulihan digital sebagai bagian dari keadilan.

Kata-kata kunci: akses keadilan; gender; KBGO; kesadaran hukum; sosiologi hukum

ABSTRACT

This article examines online gender-based violence as a socio-legal issue rather than a mere violation of criminal law.
The analysis focuses on the gap between written law and victims’ social experience when bodies, reputation, personal
data, and intimate relations are used as instruments of control in digital spaces. The method is a socio-legal literature
review based on journals, books, institutional reports, and credible news published between 2020 and 2026. The article
finds that Indonesian law has provided a basis of protection through the Law on Sexual Violence Crimes, the Law on
Electronic Information and Transactions, and data protection rules, yet the operation of law is shaped by victim blaming,
unequal power relations, unequal digital literacy, and evidentiary procedures that are not fully victim oriented. The
analysis shows that living law, social engineering, legal system theory, legal consciousness, socio-legal feminism,
intersectionality, and access to justice must be read together so that the law does not stop as text. This paper argues for
a victim-centered protection model that recognizes the social impact of OGBV and strengthens digital recovery as part
of justice.

Key words: access to justice; gender; OGBV; legal consciousness; sociology of law

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender online, yang
sering disingkat KBGO, menunjukkan bahwa
ruang digital tidak pernah netral secara sosial.
Di satu sisi, ruang digital memberi kesempatan
bagi perempuan untuk belajar, bekerja,
berorganisasi, menyampaikan pendapat, dan
membangun solidaritas. Di sisi lain, ruang
yang sama juga dapat meningkatkan peluang
terjadinya  kekerasan  siber, khususnya
kekerasan-kekerasan yang menyerang
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perempuan (Mauliya and Noor 2022; Putu et
al. 2022). Bentuknya dapat berupa penyebaran
konten intim tanpa persetujuan, ancaman
penyebaran foto, penguntitan secara daring,
doxing, pelecehan seksual lewat pesan,
komentar seksis, peniruan akun, peretasan,
pemerasan berbasis relasi intim, sampai
serangan terhadap perempuan yang aktif di
ruang publik (Ayunda Pratiwi et al. 2021;
Moulita, Mazdalifah, and Lubis 2023;
Rahmawati et al. 2023). Persoalan ini tidak
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cukup dibaca sebagai tindak pidana digital
biasa karena akar sosialnya terletak pada relasi
kuasa gender. Pengalaman ini tidak hanya
mempengaruhi kondisi psikis, tetapi juga
dapat berdampak pada pekerjaan, akses
pendidikan, hubungan keluarga, jejaring
sosial, dan keberanian untuk menggunakan
ruang digital (Adnan et al. 2026; Mathew and
Author 2026).

Komnas Perempuan mencatat bahwa
Catatan Tahunan 2024 memuat 330.097 kasus
kekerasan terhadap perempuan, naik 14,17

persen dari tahun sebelumnya, serta

menempatkan kekerasan berbasis gender
sebagai persoalan struktural yang memerlukan
respons lintas lembaga (Komnas Perempuan
2025). SAFEnet juga mencatat bahwa aduan
KBGO pada Triwulan I Tahun 2024 naik
empat kali lipat dibanding periode sama tahun
sebelumnya, dengan pola serangan yang
makin terkait dengan penyebaran data pribadi,
pemerasan seksual, dan perusakan reputasi
korban (SAFENet 2024). Angka tersebut tidak
berdiri sendiri. Banyak korban tidak melapor
karena takut disalahkan, tidak percaya aparat,
takut bukti digital disebar ulang, atau khawatir
keluarganya menganggap ia membawa aib.
Budaya menyalahkan korban ini mengalihkan

perhatian dari kejahatan yang dilakukan
pelaku menjadi pengujian moralitas korban,
dan perasaan malu yang seharusnya dimiliki
pelaku berpindah kepada korban (Purnomo et
al. 2026). Hal ini menunjukkan adanya
diskoneksi mendasar antara hukum normatif
dengan realitas sosiologis, karena hukum
tertulis tidak akan bekerja secara efektif tanpa
keselarasan dengan masyarakat dan struktur
sosialnya (Hanchuk 2020; Purnomo et al.
2026).

Secara normatif, Indonesia sudah memiliki
beberapa dasar perlindungan. UU Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual mengakui kekerasan seksual berbasis
elektronik, termasuk perekaman, pengambilan
gambar, atau penyebaran informasi elektronik
bermuatan seksual tanpa kehendak orang yang
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menjadi objek. UU Nomor 1 Tahun 2024
sebagai perubahan atas UU ITE juga relevan
ketika kekerasan terjadi lewat distribusi,
transmisi, atau akses terhadap muatan
elektronik tertentu. UU Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi memberi
dasar untuk membaca penyebaran data pribadi
korban sebagai serangan terhadap kendali diri.
Akan tetapi, penyebutan pasal dalam aturan
belum otomatis membuat korban memperoleh
keadilan. Banyak kasus justru memperlihatkan
jarak antara hukum di atas kertas dan hukum
yang dialami korban dalam keluarga, kampus,
tempat kerja, kepolisian, media sosial, serta
komunitasnya.

Dari sudut sosiologi hukum, KBGO
memperlihatkan bekerjanya hukum dalam
arena sosial yang tidak setara. Hukum tidak
hadir di ruang kosong. Ia masuk ke masyarakat
yang masih membawa norma patriarki, bias
media, dan norma dikotomi gender yang kaku.
kultur yang cenderung menyalahkan korban
atas kejahatan yang dialaminya (victim
blaming) (Ubino and Astuti 2025). Di titik
inilah sosiologi hukum memeriksa bukan
hanya apa bunyi norma, tetapi bagaimana
norma hukum berhadapan dengan norma
sosial.

Artikel ini memilih topik KBGO
karena isu gender di ruang digital sedang
bergerak cepat, sementara sistem hukum
masih sering mengejar perubahan sosial dari
belakang. Kajian hukum murni cenderung
berhenti pada kualifikasi tindak pidana, alat
bukti elektronik, dan unsur pasal. Kajian
sosiologi hukum perlu bergerak lebih jauh
dengan bertanya mengapa korban sulit
melapor, mengapa masyarakat menilai tubuh

perempuan sebagai objek pengawasan,
mengapa  aparat  dapat  menafsirkan
pengalaman korban secara sempit, dan

mengapa pemulihan digital sering tidak
dianggap bagian dari keadilan. Di sini, hukum
bukan hanya perangkat larangan, melainkan
arena negosiasi antara negara, korban, pelaku,
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keluarga, platform digital, komunitas, dan
opini publik (Aryadi 2020).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kajian
pustaka  sosiolegal dengan pendekatan
kualitatif konseptual. Kajian sosiolegal dipilih
karena objek yang dibahas tidak cukup
dijelaskan melalui norma tertulis. KBGO
menyangkut aturan, lembaga penegak hukum,
platform digital, budaya masyarakat, relasi
kuasa, pengalaman korban, serta konstruksi
moral yang bergerak di sekitar tubuh
perempuan. Dengan pendekatan ini, hukum
dibaca sebagai gejala sosial yang memiliki
hubungan timbal balik dengan nilai, struktur,
dan praktik masyarakat (Creutzfeldt, Mason,
and Mc Connachie 2019; Ptiban 2020).

Bahan kajian dikumpulkan melalui
penelusuran jurnal ilmiah, buku, laporan
lembaga, dan sumber berita kredibel yang
terbit terutama pada rentang 2020 sampai
2026. Kriteria inklusi mencakup karya yang
membahas sosiologi hukum, law and society,
kesadaran hukum, akses keadilan, gender,
kekerasan seksual berbasis elektronik, KBGO,
dan perlindungan korban. Kriteria eksklusi,
dalam artian sumber yang dikecualikan dari
pertimbangan dalam  penulisan artikel,
mencakup tulisan populer tanpa kejelasan
penulis, artikel tanpa relevansi langsung
dengan isu gender dan hukum, serta sumber
yang hanya mengulang isi peraturan tanpa
analisis sosial. Adapun undang-undang yang
dikutip dalam artikel ini berfungsi sebagai
bahan hukum positif yang disebut langsung
pada uraian, bukan sebagai rujukan ilmiah

Analisis dilakukan melalui tiga tahap.
Tahap awal ialah pemetaan konsep, yaitu
menempatkan KBGO dalam hubungan antara
hukum negara, norma sosial, dan pengalaman
korban. Tahap berikutnya ialah pembacaan
teori, terutama living law, law as social
engineering, sistem hukum, kesadaran hukum,
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feminisme sosiolegal, interseksionalitas, teori
labeling, dan akses keadilan. Tahap akhir ialah
sintesis  kritis untuk menilai mengapa
perlindungan hukum belum selalu
menghasilkan keadilan sosial bagi korban.
Cara kerja ini mengikuti tradisi riset empiris
dan sosiolegal yang menolak pemisahan tajam
antara aturan dan praktik sosial (Kritzer 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KBGO sebagai gejala sosial hukum

KBGO bukan sekadar kekerasan yang
berpindah dari ruang fisik ke ruang virtual. Ia
adalah bentuk baru dari kontrol sosial terhadap
perempuan yang memanfaatkan teknologi,
diperkuat oleh relasi kuasa patriarkal, rape
culture, konformitas, dan wacana publik yang
menghakimi perempuan (Su’ada et al. 2023;
Sugandi et al. 2026). Serangan terhadap
korban sering diarahkan pada tubuh dan
reputasi sebagai bentuk hukuman atas
ekspektasi gender yang dilanggar (Nur Iman et
al. 2025), sebab tubuh perempuan masih
ditempatkan sebagai simbol moral keluarga,
pasangan, komunitas, bahkan institusi. Saat
foto intim disebar, publik kerap lebih sibuk
menilai mengapa korban memiliki foto itu
daripada menilai perbuatan pelaku yang
menyebarkannya. Pola ini menunjukkan
bahwa hukum berhadapan dengan norma
sosial yang belum sepenuhnya mendukung
otonomi tubuh perempuan.

KBGO di Indonesia sebagai bagian dari
fenomena  shadow  pandemic  karena
peningkatannya mengikuti intensitas
penggunaan internet selama pandemi dan
berlanjut setelah interaksi digital menjadi
kebiasaan sosial (Suryanti and Muttaqin
2023). Arianto juga menunjukkan bahwa
media sosial menjadi ruang baru KBGO
karena peluang teknis, anonimitas, rendahnya
literasi digital, serta perubahan pola interaksi
membuat kekerasan dapat dilakukan tanpa
kehadiran fisik (Arianto 2021). Temuan ini
penting bagi sosiologi hukum. Bila kekerasan
bergerak melalui relasi sosial digital,
penanganannya tidak dapat hanya mengejar
pelaku sebagai individu. Hukum juga harus
membaca desain platform, distribusi kuasa,
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norma komunitas digital, dan kebiasaan
menyebarkan ulang konten korban.

Kekhasan KBGO terletak pada dampak
sosial yang berlapis. Korban tidak hanya
mengalami luka psikologis, tetapi juga
kehilangan kendali atas data dan identitasnya.
Satu file dapat dipindahkan dari satu platform
ke platform lain, disimpan oleh orang yang
tidak dikenal, dijadikan bahan ancaman ulang,
dan muncul kembali ketika korban mulai
pulih. Kekerasan semacam ini membuat ruang
digital terasa seperti ruang tanpa akhir. Dalam
kekerasan fisik, lokasi kejadian relatif dapat
diidentifikasi. Dalam KBGO, tempat kejadian
tersebar di ponsel, ruang percakapan, server,
tangkapan layar, tautan, dan memori sosial
pengguna internet. Akibatnya, pemulihan
korban perlu mencakup penghapusan konten,
pemutusan distribusi, perlindungan data,
pendampingan psikososial, dan pemulihan
reputasi.

Norma sosial yang menyalahkan korban
membuat KBGO menjadi lebih berat. Banyak
korban merasa harus membuktikan dirinya
sebagai korban yang layak dipercaya. la harus
menjelaskan  hubungan dengan pelaku,
pakaian, percakapan, riwayat pacaran, alasan
mengirim foto, atau alasan tidak segera
melapor. Pertanyaan seperti ini sering
membuat korban mengalami kekerasan ulang.
Dalam sudut sosiologi hukum, proses tersebut
memperlihatkan ~ kegagalan =~ masyarakat
membedakan  antara  persetujuan  atas
hubungan pribadi dan persetujuan atas
penyebaran konten. Persetujuan bukan benda
yang melekat selamanya, melainkan kehendak
yang terikat pada situasi tertentu. Ketika
konten intim disebar tanpa kehendak, inti
masalah  hukumnya adalah perampasan
kendali korban atas tubuh dan datanya.

Jarak antara hukum tertulis dan hukum
yang hidup berdasarkan teori Living Law
Eugen Ehrlich dikenal melalui gagasan
living law, yaitu hukum yang hidup dalam
praktik masyarakat, bukan hanya hukum yang
tertulis dalam undang-undang. Dalam isu

KBGO, living law tampak pada norma
keluarga, norma pergaulan, etika komunitas
digital, dan pandangan moral tentang
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seksualitas. Hukum negara dapat berkata
bahwa penyebaran konten intim tanpa
persetujuan adalah kekerasan seksual berbasis
elektronik. Akan tetapi, hukum yang hidup di
masyarakat dapat berkata lain: korban
dianggap ceroboh, perempuan dianggap tidak
menjaga diri, atau masalah diminta selesai
secara kekeluargaan. Benturan inilah yang
membuat korban tidak selalu memanfaatkan
hak hukumnya.

Teori Roscoe Pound mengenai hukum
sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of
social engineering) juga memberikan landasan
yang relevan. Hukum semestinya tidak
sekadar menghukum setelah kerugian terjadi,
melainkan mengubah perilaku sosial yang
memungkinkan kekerasan terus berulang.
Untuk KBGO, fungsi rekayasa sosial berarti
hukum harus membentuk standar baru tentang
persetujuan digital, privasi tubuh, tanggung
jawab platform, serta cara masyarakat
memperlakukan korban. Bila hukum hanya
bekerja pada tahap pemidanaan, perubahan
sosial berjalan lambat. Publik masih bisa
menganggap penyebaran konten intim sebagai
hiburan, pelaku merasa tindakannya hanya
candaan, dan korban tetap menanggung
stigma.

Friedman membagi sistem hukum ke dalam
struktur, substansi, dan budaya hukum.
Struktur mencakup aparat dan lembaga,
substansi mencakup norma, budaya hukum
mencakup sikap sosial terhadap hukum. Teori
ini  membantu  menjelaskan  mengapa
keberadaan UU TPKS belum cukup. Substansi
hukum sudah mulai mengakui kekerasan
seksual berbasis elektronik, tetapi struktur
penanganan belum merata. Tidak semua aparat
memahami dinamika KBGO, tidak semua
daerah memiliki layanan pendampingan yang
kuat, dan tidak semua korban memiliki akses
ke bantuan digital forensik. Budaya hukum
juga masih menjadi hambatan karena korban
berhadapan dengan rasa malu, tekanan
keluarga, dan komentar publik yang
mempersoalkan moralitasnya (Ali 2023).

Legal consciousness atau kesadaran hukum
juga penting untuk membaca KBGO.
Kesadaran hukum bukan hanya pengetahuan
mengenai isi UU. Ia mencakup cara orang
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biasa memahami, menggunakan, menghindari,
atau menolak hukum dalam kehidupan sehari-
hari. Penelitian Uttami, Prihatinah, dan
Rahmah tentang kesadaran hukum mahasiswa
terhadap larangan KBGO menunjukkan bahwa

pengetahuan dan sikap hukum dapat
dipengaruhi  oleh  disiplin, intensitas
sosialisasi, dan  religiositas  (Uttami,
Prihatinah, and Rahmah 2024). Artinya,

pencegahan KBGO tidak cukup melalui
ancaman pidana. Masyarakat perlu memahami
mengapa tindakan mengirim ulang konten,
memberi  komentar merendahkan, atau
menekan korban agar diam adalah bagian dari
kekerasan.

Jarak antara hukum tertulis dan hukum yang
hidup juga tampak saat korban memilih tidak
melapor. Dari sudut pandang formal, korban
memiliki jalan hukum. Dari sudut sosial, jalan
itu penuh risiko. Pelaporan dapat membuat
identitas korban diketahui, bukti digital dilihat
banyak orang, keluarga menekan korban,
tempat kerja menganggap korban membawa
masalah, atau pelaku mengancam balik.
Penanganan perkara yang tidak peka gender
dapat membuat korban mengulang cerita
berkali-kali kepada orang berbeda. Situasi ini
memperlihatkan bahwa akses keadilan bukan
hanya pintu kantor polisi atau pengadilan,
melainkan seluruh pengalaman sosial korban
sejak ia memutuskan mencari bantuan.

Relasi kuasa gender dan tubuh sebagai
objek kontrol

Sosiologi hukum gender menempatkan
hukum sebagai arena yang dapat mereproduksi
maupun melawan ketimpangan. Dalam
KBGO, relasi kuasa tidak selalu berbentuk
kekuatan fisik. la dapat muncul melalui
kepemilikan file intim, akses ke akun korban,
ketergantungan ekonomi, hubungan pacaran,
posisi senior di kampus, jabatan atasan di
kantor, atau pengaruh sosial pelaku di
komunitas. Pelaku dapat memakai data korban
sebagai alat tawar. Korban dipaksa menurut,
kembali menjalin hubungan, memberi uang,
mengirim konten baru, atau berhenti bersuara.
Kekerasan tidak selalu tampak sebagai
pukulan, tetapi dapat hadir sebagai ancaman
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digital yang membuat korban kehilangan
pilihan.

Pendekatan feminis sosiolegal mengkritik
anggapan bahwa hukum netral selalu cukup
untuk melindungi semua orang. Netralitas
formal sering gagal melihat bahwa perempuan,
anak, penyandang disabilitas, perempuan
miskin, pekerja informal, minoritas seksual,
dan perempuan di daerah dengan akses
internet terbatas mengalami hukum secara
berbeda. Dalam kasus KBGO, korban yang
memiliki sumber daya ekonomi dapat
mengakses konselor, advokat, penghapusan
konten, dan dukungan keluarga. Korban yang
tidak memiliki sumber daya sering hanya
diminta diam. Di sini, interseksionalitas
menjadi penting karena gender tidak berdiri
sendiri; ia bertemu dengan kelas, usia,
pendidikan, lokasi, disabilitas, pekerjaan, dan
posisi sosial.

Karya-karya law and society kontemporer
menegaskan bahwa hukum harus dibaca
bersama struktur kekuasaan, praktik institusi,
dan pengalaman subjek yang terkena dampak
(Valverde et al. 2021). Dalam KBGO, struktur
kekuasaan tampak pada siapa yang dipercaya
ketika cerita korban dan pelaku bertemu.
Perempuan sering dituntut sempurna agar
layak disebut korban. Bila ia pernah
berpacaran dengan pelaku, pernah mengirim
foto kepada pelaku, pernah bercanda seksual,
atau terlambat melapor, kredibilitasnya dapat
dipertanyakan. Konstruksi ini merugikan
korban karena hukum dipahami melalui
moralitas yang timpang. Pelaku dinilai
berdasarkan perbuatannya, korban dinilai
berdasarkan seluruh hidupnya.

Teori labeling juga membantu menjelaskan
akibat sosial KBGO. Ketika korban diberi
label tidak bermoral, murahan, cari perhatian,
atau pembuat masalah, label itu dapat melekat
lebih lama daripada proses hukum. Label
sosial dapat memengaruhi sekolah, pekerjaan,
keluarga, dan hubungan pribadi korban.
Bahkan bila pelaku dihukum, korban masih
bisa membawa label tersebut. Ini sebabnya
keadilan dalam KBGO tidak boleh hanya
dipahami sebagai putusan terhadap pelaku.
Keadilan harus mencakup pemulihan nama
baik, dukungan komunitas, perlindungan dari
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penyebaran ulang konten, serta pengakuan

bahwa  korban  tidak  bersalah  atas
penyalahgunaan data oleh pelaku.
Pada level masyarakat, KBGO juga

memengaruhi partisipasi perempuan di ruang
publik. Perempuan yang aktif berpendapat di
media sosial, jurnalis perempuan, aktivis,
mahasiswa, politisi, kreator konten, dan
akademisi dapat mengalami serangan berbasis
gender untuk membungkam pendapatnya.
Serangan digital sering tidak diarahkan pada
substansi pendapat, tetapi pada tubuh, wajah,
kehidupan seksual, status perkawinan, atau
relasi keluarga. Pola ini membuat KBGO
menjadi masalah demokrasi digital. Bila
perempuan mundur dari ruang publik karena
takut diserang, masyarakat kehilangan suara,
pengalaman, dan perspektif yang penting.

Hambatan akses keadilan korban

Akses keadilan dalam KBGO perlu
dipahami sebagai kemampuan korban untuk
mengetahui haknya, memperoleh dukungan,
melapor dengan aman, membuktikan peristiwa
tanpa dipermalukan, mendapat perlindungan

dari serangan ulang, serta menerima
pemulihan. Hambatan awal ialah hambatan
pengetahuan. Banyak  orang  belum

membedakan antara konflik relasi personal
dan kekerasan berbasis gender. Ancaman
menyebarkan foto sering dianggap masalah
pacaran, bukan tindak kekerasan. Doxing
dianggap risiko bermain media sosial.
Pelecehan seksual lewat pesan dianggap
bercanda. Kesalahan memahami bentuk
kekerasan membuat korban terlambat mencari
bantuan.

Hambatan berikutnya ialah pembuktian
digital. Korban sering diminta menyimpan
bukti, tetapi penyimpanan bukti dapat
membuat ia terus berhadapan dengan materi
yang melukainya. Bukti juga dapat hilang
karena pelaku menghapus akun, mengganti
nomor, memakai akun palsu, atau
menyebarkan konten melalui grup tertutup.
Pada saat yang sama, korban khawatir bukti
yang ia serahkan akan dilihat banyak orang
atau bocor. Dalam beberapa perkara, korban
bahkan takut dilaporkan balik memakai aturan
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kesusilaan atau pencemaran nama baik.
Ketakutan ini tidak dapat dianggap irasional
karena pengalaman korban selama ini
menunjukkan bahwa proses hukum dapat
menjadi ruang kekerasan ulang.

Hambatan sosial juga sangat kuat. Keluarga
dapat meminta korban diam demi nama baik.
Kampus atau kantor dapat mendorong
penyelesaian internal agar reputasi institusi
tidak terganggu. Teman dapat menyarankan
korban menghapus akun daripada menuntut
pelaku. Komunitas dapat menyebarkan rumor
bahwa korban menikmati perhatian publik.
Situasi seperti ini memperlihatkan bahwa
akses keadilan bukan semata urusan negara,
tetapi juga urusan lingkungan sosial yang
memberi atau mencabut dukungan. Bila
lingkungan sosial menekan korban, hukum
formal menjadi jauh.

Mengenai penanganan kasus pornografi
pada masa pandemi memperlihatkan eskalasi
KBGO dan tantangan penanganan korban,
terutama ketika kerangka hukum yang dipakai
belum sepenuhnya berpusat pada korban
(Areta A., Clarisa, and Chatlia Q. 2021).
Perlindungan korban kekerasan seksual
berbasis elektronik membutuhkan dukungan
struktur hukum, fasilitas, pendamping, dan
pembiayaan lembaga layanan yang memadai
(Syahriana, Zuhriah, and Wahidi 2022). Dua
temuan itu memperkuat kritik bahwa hukum
tidak dapat bekerja hanya melalui teks
larangan. la membutuhkan institusi yang
mampu mendengar korban, memahami
teknologi, serta membangun rasa aman.

Akses keadilan juga dipengaruhi oleh
ketimpangan platform. Banyak kasus KBGO
memerlukan  penghapusan konten yang
tersebar di  platform global. Korban
berhadapan dengan formulir pelaporan yang
rumit, bahasa kebijakan yang teknis, respons
yang lambat, dan keputusan platform yang
tidak transparan. Bagi korban, keterlambatan
beberapa jam dapat berarti penyebaran konten
ke banyak ruang. Hukum nasional sering tidak
segera menjangkau platform, sementara
platform dapat berdalih pada standar
komunitasnya sendiri. Di sini, negara perlu
mengatur tanggung jawab platform tanpa
mengorbankan kebebasan berekspresi. Yang
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dibutuhkan bukan sensor luas, melainkan
mekanisme cepat, terukur, dan akuntabel
untuk menghentikan kekerasan.

Kritik terhadap respons hukum yang
terlalu pidana sentris

Pemidanaan pelaku penting, tetapi respons
yang terlalu pidana sentris memiliki batas.
Banyak korban menginginkan konten dihapus,
ancaman berhenti, identitas terlindungi,
pendidikan atau pekerjaan tetap aman, dan
kesehatan mental dipulihkan. Proses pidana
sering berjalan lama, sementara penyebaran
konten dapat terjadi dalam hitungan menit.
Jika sistem hanya menunggu putusan, korban
tetap menanggung kerugian sosial. Hukum
harus menyediakan jalur perlindungan darurat,
pemulihan digital, dan pendampingan sejak
laporan awal.

Pendekatan pidana juga perlu hati-hati agar
tidak memindahkan beban kepada korban.
Pertanyaan yang terlalu menekankan perilaku
korban dapat membuat korban merasa sedang
diadili. Dalam KBGO, yang perlu dibuktikan
ialah  tindakan  pelaku  menyebarkan,
mengancam, mengakses, merekam, atau
memanfaatkan konten tanpa kehendak korban.
Riwayat relasi pribadi hanya relevan sejauh
menjelaskan relasi kuasa dan pola ancaman,
bukan untuk menilai moral korban. Aparat
perlu memahami bahwa korban dapat pernah
memiliki hubungan dekat dengan pelaku,
tetapi tetap berhak menolak penyebaran
konten atau ancaman.

Dari perspektif law as social engineering,
hukum harus membentuk perilaku sosial baru.
Materi persetujuan digital perlu masuk ke
pendidikan hukum, pendidikan seksual yang
sehat, orientasi kampus, pelatihan tempat
kerja, dan kampanye literasi digital. Sosialisasi
yang hanya menakut-nakuti perempuan agar
menjaga foto pribadi justru dapat memperkuat
kontrol terhadap perempuan. Pesan yang lebih
tepat ialah setiap orang wajib menghormati
persetujuan, tidak menyebarkan konten tanpa
izin, tidak menyimpan konten yang diperoleh
dari kekerasan, dan tidak ikut mempermalukan
korban.

Pendekatan akses keadilan juga menuntut
integrasi layanan. Korban KBGO
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membutuhkan bantuan hukum, psikologis,
keamanan digital, penghapusan konten,
perlindungan saksi, dan dukungan sosial. Jika
layanan terpisah tanpa koordinasi, korban
harus berpindah-pindah dan mengulang
pengalaman traumatis. Model terpadu dapat
melibatkan kepolisian, UPTD PPA, Komnas
Perempuan, LPSK, lembaga bantuan hukum,
penyedia layanan psikologis, komunitas
keamanan digital, serta platform. Koordinasi
ini perlu dibuat jelas agar korban tahu ke mana
harus pergi dan apa yang akan terjadi setelah
ia melapor.

Pembacaan teori sosiologi hukum terhadap
perlindungan korban

Teori living law mengingatkan bahwa
perubahan hukum tidak cukup melalui revisi
aturan. Negara perlu masuk ke norma sosial
yang membuat korban takut. Kampanye publik
harus mengubah cara masyarakat melihat
KBGO. Korban bukan penyebab kekerasan.
Persetujuan tidak boleh diasumsikan terus
menerus. Menyebarkan ulang konten korban
adalah ikut memperpanjang kekerasan.
Komunitas perlu diberi bahasa hukum dan
bahasa sosial untuk menolak victim blaming.
Bila norma sosial berubah, hukum tertulis akan
lebih mudah bekerja.

Teori sistem hukum menuntut pembenahan
struktur. Aparat penegak hukum memerlukan
pedoman teknis dan pelatihan berkala
mengenai  kekerasan  seksual  berbasis
elektronik, bukti digital, relasi kuasa, trauma
korban, serta perlindungan data. Lembaga
layanan memerlukan dana dan sumber daya
manusia. Pengadilan perlu memastikan proses
pemeriksaan tidak membuka identitas korban
secara tidak perlu. Platform digital perlu diberi
kewajiban respons cepat. Tanpa struktur yang
bekerja, substansi hukum akan tampak kuat di
teks, tetapi lemah di pengalaman korban.

Teori  kesadaran  hukum  menuntut
pendidikan  publik yang tidak hanya
menjelaskan ancaman pidana. Masyarakat
perlu memahami alasan moral dan sosial di
balik larangan KBGO. Anak muda perlu
belajar bahwa privasi digital adalah bagian
dari martabat manusia. Keluarga perlu belajar
bahwa melindungi korban lebih penting
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daripada menjaga citra. Kampus dan tempat
kerja perlu memiliki mekanisme internal yang
tidak menutup akses korban ke proses hukum.
Kesadaran hukum yang baik bukan hanya
takut sanksi, melainkan memahami bahwa
tubuh dan data orang lain tidak boleh dijadikan
alat kekuasaan.

Feminisme sosiolegal dan interseksionalitas
memberi peringatan agar kebijakan tidak
memakai gambaran korban tunggal. Korban
KBGO dapat seorang siswi, mahasiswa,
pekerja migran, ibu rumah tangga, jurnalis,
perempuan pembela HAM, penyandang
disabilitas, perempuan adat, atau laki-laki dan
kelompok minoritas gender yang mengalami
kekerasan seksual digital. Kebutuhan mereka
berbeda. Perempuan di kota besar mungkin
memiliki akses ke layanan hukum, tetapi
perempuan di daerah terpencil dapat
menghadapi keterbatasan jaringan, stigma
komunitas kecil, dan jarak layanan. Kebijakan
yang peka gender harus peka pada perbedaan
itu.

Teori labeling menuntut pemulihan
reputasi. Banyak model perlindungan hanya
berbicara tentang pelaporan dan pemidanaan.
Padahal korban membutuhkan pengakuan
sosial bahwa 1ia tidak bersalah. Sekolah,
kampus, tempat kerja, dan komunitas dapat
menjadi ruang pemulihan atau ruang
penghukuman sosial. Bila institusi
menyingkirkan korban demi nama baik,
institusi ~ ikut  memperkuat  kekerasan.
Perlindungan korban harus memuat larangan
pembalasan, perlindungan dari  sanksi
akademik atau kerja yang diskriminatif, serta
mekanisme klarifikasi yang menjaga privasi
korban.

Arah perlindungan sosial hukum yang
lebih tepat

Perlindungan KBGO perlu disusun melalui
empat arah. Arah awal ialah perlindungan
cepat. Begitu korban melapor atau mencari
bantuan, ia harus mendapat informasi aman
mengenai penyimpanan bukti, pengamanan
akun, penghapusan konten, dan pilihan
hukum. Pendamping perlu membantu korban
membuat  kronologi tanpa memaksanya
mengulang cerita berkali-kali. Aparat perlu
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menjaga agar bukti digital tidak disebarkan
ulang. Platform perlu memiliki jalur pelaporan
prioritas untuk konten intim tanpa persetujuan
dan ancaman seksual.

Arah berikutnya ialah pemulihan yang
diakui  sebagai bagian dari keadilan.
Pemulihan tidak boleh diposisikan sebagai
urusan pribadi korban setelah proses hukum
selesai. Dalam KBGO, kerugian utama sering
berupa hilangnya rasa aman dan kendali
digital. Maka pemulihan harus mencakup
konseling, dukungan sosial, perlindungan
identitas, penghapusan konten, pemulihan
reputasi, serta bantuan bila korban kehilangan
pekerjaan atau akses pendidikan. Pemulihan
juga perlu memberi ruang bagi korban untuk
menentukan pilihan, termasuk pilihan untuk

tidak melanjutkan perkara pidana bila
keselamatan  dan  kesehatannya  lebih
mendesak.

Arah lain ialah perubahan budaya institusi.
Kampus, sekolah, kantor, organisasi, dan
komunitas digital harus memiliki protokol
yang jelas. Protokol itu harus menolak mediasi
yang menekan korban, menolak penyelesaian
yang memaksa korban diam, dan menolak
pertanyaan yang mengadili moral korban.
Institusi juga perlu menjaga kerahasiaan
laporan. Dalam banyak kasus, kebocoran
cerita dari orang dekat atau lembaga internal
dapat memperluas kekerasan. Protokol yang
baik tidak hanya melindungi reputasi institusi,
tetapi melindungi orang yang dirugikan.

Arah terakhir ialah penguatan tanggung
jawab platform dan literasi publik. Platform
memperoleh  keuntungan dari  interaksi
pengguna, sehingga ia tidak boleh netral saat
fitur-fiturnya dipakai untuk kekerasan. Negara
dapat mendorong kewajiban takedown cepat
untuk konten intim tanpa persetujuan,
transparansi  keputusan moderasi, kanal
banding, dan pelaporan berkala mengenai
penanganan KBGO. Pada saat yang sama,
literasi publik perlu mengubah perilaku

pengguna. Orang yang menerima konten
intim tanpa persetujuan harus diajarkan untuk
tidak melihat, tidak menyimpan, tidak
mengirim ulang, dan membantu korban
mencari bantuan. Tanpa perubahan perilaku
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mengejar kekerasan yang berulang.

SIMPULAN

KBGO memperlihatkan bahwa hukum
tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang
melingkupinya. Aturan hukum Indonesia
sudah menyediakan dasar perlindungan
melalui pengakuan kekerasan seksual berbasis
elektronik, perlindungan data pribadi, dan
pengaturan transaksi elektronik. Meski begitu,
korban masih menghadapi jarak besar antara
norma tertulis dan pengalaman sosialnya.
Jarak itu muncul karena budaya menyalahkan
korban, ketimpangan relasi kuasa, rendahnya
literasi digital, keterbatasan lembaga layanan,
kesulitan pembuktian digital, serta lambatnya
respons platform.

Analisis sosiologi hukum menunjukkan
bahwa living law, rekayasa sosial, sistem
hukum, kesadaran hukum, feminisme
sosiolegal, interseksionalitas, labeling, dan
akses keadilan harus dibaca bersama. KBGO
bukan hanya tindak pidana, tetapi bentuk
kontrol sosial terhadap tubuh, data, dan suara
perempuan. Keadilan bagi korban tidak cukup
diukur dari ada tidaknya penghukuman pelaku.
Keadilan juga harus mencakup pemulihan
digital, pemulihan reputasi, perlindungan dari
kekerasan ulang, dan perubahan norma sosial.

Saran yang dapat diajukan ialah penguatan
pedoman penanganan KBGO yang berpusat
pada korban, pelatihan aparat mengenai relasi
kuasa dan bukti digital, layanan terpadu antara
bantuan hukum, psikologis, dan keamanan
digital, kewajiban platform untuk merespons
konten intim tanpa persetujuan secara cepat,
serta pendidikan publik tentang persetujuan
digital. Kampus, sekolah, tempat kerja, dan
komunitas perlu memiliki protokol internal
yang tidak menutup akses korban ke proses
hukum. Hukum hanya dapat menjadi alat
keadilan sosial bila ia berani mengubah
budaya yang selama ini membuat korban diam.
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